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Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Buol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di RT.017/
RW. 009, Desa Lakea |, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan
NAMA TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lamadong |,
Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2016
yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor
0092/Pdt.G/2016/PA.Buol, mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari
Minggu tanggal 13 Februari 1994 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol berdasarkan

Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/111994, tertanggal 22 Maret 1994;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat di Desa Lakea | selama kurang lebih 2 Tahun dan terakhir
tinggal di rumah milik bersama di Desa Lakea | selama kurang lebih 16 Tahun
sampai berpisah;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai
22 tahun 7 bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami
isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba’da dukhul) selama kurang
lebih 20 tahun 4 bulan, serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-
masing bernama:

a. NAMA ANAK |, lahir tanggal 03 Mei 1996;
b. NAMA ANAK I, lahir tanggal 05 November 1998;
c. NAMA ANAK Il lahir tanggal 23 September 2000;

4. Bahwa sejak tanggal 08 Nopember 2011 rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:

a. Tergugat sering marah/mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele;
b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
c. Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat;

d. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

e. Tergugat cemburu buta;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2014 yang
mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak
tahun 2015 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 9 bulan dan selama pisah
tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan
tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat
dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap

berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
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7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada
komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah
tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap
Penggugat, NAMA PENGGUGAT;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan
mediator Hakim Drs. Nurmaali sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Oktober
2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai
agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan
tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat
dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas NAMA
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PENGGUGATdan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol-Tolitoli Nomor 07/I/1994 Tanggal 22 Maret

1994, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai

dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga
telah menghadirkan bukti dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi | : NAMA SAKSI |, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat tinggal di JIl. Padat Raya, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau,

Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Rekan Kerja Penggugat, di bawah

sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

e Bahwa saksi mengenal Penggugat. Saksi juga mengenal Tergugat, namun
saya tidak tahu namanya, saya hanya kenal fisik wajahnya;

e Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat, yang bersangkutan sudah menikah
dengan Tergugat;

e Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat sekitar 2 tahun terakhir, yang
bersangkutan sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di mess
yang disediakan oleh perusahaan tanpa ditemani Tergugat;

e Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,
mereka sering bertengkar dan sudah tidak tinggal bersama selama kurang
lebih 2 tahun terakhir;

e Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung mereka
bertengkar, tetapi Penggugat beberapa kali memberitahu langsung kepada
saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sering bertengkar dan tidak
tinggal bersama lagi sejak 2 tahun terakhir;

e Bahwa Penggugat pernah mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak pernah
memberi nafkah lagi, hal tersebut sudah berlangsung sejak 2 tahun terakhir,

sebaliknya Penggugatlah yang bekerja keras mencari nafkah;
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e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi
yang baik;

e Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;

e Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi I : NAMA SAKSI Il, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat tinggal di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol.

Saksi mengaku sebagai Rekan Kerja Penggugat, di bawah sumpahnya

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

e Bahwa saksi mengenal Penggugat. Saksi juga mengenal Tergugat namanya
NAMA TERGUGAT. Tergugat dahulu adalah rekan kerja saksi dan Penggugat,
kami satu tempat kerja di perusahaan yang sama, namun sudah sekitar 2
tahun terakhir Tergugat tidak bekerja lagi;

e Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka sudah
menikah;

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di mess yang telah
disediakan perusahaan bagi pekerja, namun sudah 2 tahun terakhir Penggugat
dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi di mess, hanya Penggugat yang tetap
tinggal di mess sampai sekarang;

e Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun
sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

e Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah satu kali melihat dan mendengar
langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Pada waktu itu Tergugat

menampar Penggugat hingga Penggugat jatuh pingsan;
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e Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, namun yang saya ketahui sudah sejak 2
tahun terakhir Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi
yang baik;

e Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;

e Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta
memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol-Tolitoli
berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas NAMA PENGGUGAT dan Tergugat Nomor
07/11994 Tanggal 22 Maret 1994, oleh karena itu Penggugat memiliki legal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal
73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya;
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Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan
gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1)
Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal
49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini
menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-
sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun
kembali sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 juncto Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil
sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim
telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui
proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak
sepakat memilih mediator hakim Drs. Nurmaali dan telah dilakukan mediasi secara
maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali
dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terhadap
gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat selalu hadir di persidangan sedangkan
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Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, nhamun pada persidangan selanjutnya
tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah,
meskipun padanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini
selanjutnya diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal
121 Ryv;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol-Tolitoli Nomor
07/11994 Tanggal 22 Maret 1994, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan
setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi kode bukti P, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya,
bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga bukti tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun
1985 Tentang Bea Meterai Juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal
pembuktian. Sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan
pembuktian yang mengikat. Maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga
mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA
SAKSI |, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

tinggal di JI. Padat Raya, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan
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NAMA SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah
sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah
sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, saksi pertama dan saksi
kedua adalah rekan kerja Penggugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat merupakan
orang Yyang dekat dengan Penggugat, dan telah memberikan keterangan
berdasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dan ternyata saling bersesuaian dan
relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenunhi
ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan
dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum
sebagai berikut :

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea;

e Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, karena telah terjadi
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

e Bahwa Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2
tahun yang laly;

e Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat;

e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali
oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis

Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah,

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Buol @ Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tujuan perkawinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin lagi
dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum
untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami dan isteri terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19
Huruf f Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf
f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga
tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah
terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi
selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta
hukum antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang menunjukkan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling
pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada intinya
menjelaskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan mereka
sudah pisah tempat tinggal serta pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan
namun tidak berhasil. Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat
agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan
Tergugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi
berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik
suatu kesimpulan yang merupakan persangkaan Majelis bahwa antara Penggugat
dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak rukun dan sudah tidak ada harapan

untuk dirukunkan lagi;
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Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999
nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih,
cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu
pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal
itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu
perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor
9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis di atas, jika hal
tersebut dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan
kemudaratan bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, menceraikan
Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik daripada mempertahankan
Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan kaidah figh yang diambil

alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:
ad) cila e adie aulidl i )

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat
berdasarkan alasan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup
beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan
hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan
menjatuhkan talak satu Baih Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai

ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Buol @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat
pernikahan keduanya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap
Penggugat, NAMA PENGGUGAT,;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 481.000.,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12
Muharam 1438 Hijriah, oleh Faiz, S.H.l, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad
Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.H.l, M.S.| masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota
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dan dibantu oleh Andi Syaiful Cibu, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota |, Ketua Majelis,
ttd ttd
Muhammad Jalaluddin, S.Ag Faiz, S.H.l.,, M.H

Hakim Anggota II,
ttd

Fathur Rahman, S.H.l., M.S.|
Panitera Pengganti,

ttd
Andi Syaiful Cibu, S.H
Rincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi :Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan :Rp. 390.000,-

4. Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Meterai :Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp.481.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

Drs. Arifin
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